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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
- QS. Ar ra’d : 11 - 
Sebenarnya banyak sekali pengetahuan tentang kehidupan yang dapat dipelajari 
di sekeliling kita, dari hal yang terkecil yang semula tidak kita duga, hingga 
sesuatu yang besar yang selalu menjadi patokan banyak orang. 
- Penulis - 
Kata sesal tidak bisa diucap di awal, dan sebisa mungkin jangan sampai terucap 
di akhir. Usaha dari manusia itu sendiri adalah untuk mengetahui jawaban yang 
telah digariskan Allah. 
- Penulis - 
Setiap manusia pasti akan melalui fase tersulit dalam hidup, jadikanlah suatu 
keterpurukan dalam hidup sebagai acuan melakukan sesuatu yang lebih baik dan 
lebih baik lagi. Karena larut dalam keterpurukan adalah neraka dunia yang 
paling jahanam. 
- Penulis - 
Keluarga adalah suatu komunitas hangat sumber dari munculnya motivasi hidup 
yang berbuah kasih sayang satu sama lain. 
Namun jika komunitas itu dirasa tak lagi hangat dan sebenarnya kau tau sumber 
masalahnya dan tak dapat berbuat apapun untuk membuatnya kembali hangat,  
maka yang dibutuhkan adalah motivasi dari dalam diri  untuk menjadi yang 
terbaik agar menumbuhkan kembali kehangatan yang telah hilang dalam suatu 
komunitas tersebut.  
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KAMILA WUSANARANI. E 0005198. ANALISIS PERTIMBANGAN 
HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN 
PUTUSAN BEBAS  DAN UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM ( 
Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi ). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum 2009. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa 
Beny Wibowo alias Abeng dalam perkara pemalsuan BBM yang tertuang di 
dalam Putusan No. 155/Pid.B/2006/PN.Bi dan untuk mengetahui upaya hukum 
yang dimungkinkan terhadap putusan bebas ( vrijspraak ) yang dijatuhkan oleh 
Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal yang bersifat 
deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan 
data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya 
data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan  dianalisis lebih 
lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.  
Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta 
menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang 
berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian 
dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu 
data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara 
tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, 
buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data  kualitatif yaitu 
dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan 
teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk 
menentukan hasil.  
Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan 
putusan bebas ( vrijspraak ) terhadap terdakwa Beny Wibowo alias Abeng dalam 
putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali memiliki 
dasar pertimbangan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum baik dalam dakwaan pertama maupun kedua tidak terbukti. 
Bahwa pada dakwaan pertama salah satu unsurnya tidak terpenuhi. Sehingga 
dakwaan pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana. Sedangkan pada dakwaan kedua, majelis hakim menimbang bahwa 
penuntut umum telah merumuskan pasal kurang jelas dan teliti sehingga 
menimbulkan kerancuan dan kebingungan pada hakim. Atas dasar tersebut, 
dengan demikian dakwaan kedua adalah batal demi hukum. Terhadap putusan 
bebas ( vrijspraak ) dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun penuntut umum 
dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas harus dapat 
membuktikan di dalam memori kasasinya bahwa pembebasan tersebut bukan 






A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara 
tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machstaat ). 
Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala 
warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta 
wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa ada kecuali.  
Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, pengadilan adalah suatu 
badan atau lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk 
memperoleh keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan 
penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui lembaga 
peradilan tersebut. Dalam suatu lembaga peradilan, hakim memegang peranan 
penting karena hakim dalam hal ini bertindak sebagai penentu untuk 
memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. 
Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena 
kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 
25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang 
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan 
pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-
Undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara 
hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak 
memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. 
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Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat 
melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang 
ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang 
berlaku. 
Dalam hal kebebasan hakim ini, juga berarti bahwa hakim harus dapat 
memberi penjelasan dalam menerapkan Undang-Undang terhadap suatu 
perkara yang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan 
penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata 
berdasaran akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal 
ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. 
Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 
pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-
pertimbangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di 
samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, 
sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu 
sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. 
Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang 
berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.  
Perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat hampir selalu berkaitan 
dengan berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi di negeri ini. 
Permasalahan yang terjadi tersebut membawa dampak yang cukup serius bagi 
moral masyarakat. Kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. 
Krisis moral ini dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan 
budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu 
timbulnya kejahatan dalam masyarakat. Dalam menjalani kehidupannya, 
masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari 
bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. 
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Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan penegakan hukum yang dalam 
pelaksanaannya tidak dapat lepas dari peran serta dan kerjasama antara aparat 
pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Banyak tindak pidana yang terjadi di 
masyarakat yang sudah sering terjadi namun penanggulangannya kurang dapat 
ditanggulangi secara intensif, sehingga belum dapat diberantas dengan baik. 
Contohnya adalah tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, 
penggelapan, pembunuhan, pemalsuan dan lain sejenisnya. Tindak pidana 
tersebut kebanyakan timbul karena  dipicu oleh faktor ekonomi masyarakat 
yang kurang disertai dengan kebutuhan hidup yang tinggi.  
Meningkatnya harga minyak dunia sangat berpengaruh dengan kondisi 
ekonomi sosial bangsa Indonesia yang belum sepenuhnya stabil secara 
finansial. Semakin langka dan meningkatnya harga minyak bumi dan gas 
bumi di Indonesia berdampak semakin maraknya tindak pidana mengenai 
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi di masyarakat. Hal tersebut dapat 
disimpulkan setelah diketahui adanya tindak pidana seperti penimbunan BBM, 
pengoplosan bensin, dan pemalsuan oli yang kesemuanya itu melanggar 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.  
Salah satu contoh konkrit yang terjadi adalah perkara mengenai pemalsuan 
bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi yang terjadi di daerah Banyudono, 
Boyolali, dengan terdakwa Beny Wibowo yang kasusnya ditangani oleh 
Pengadilan Negeri Boyolali. Terdakwa Beny Wibowo didakwa telah 
melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo 54 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Namun dalam putusannya hakim mengadili bahwa terdakwa Beny Wibowo 
alias Abeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam 
menjatuhkan putusan bebas tersebut, hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar 
putusannya. 
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Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ ANALISIS 
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI 
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS  DAN UPAYA HUKUM 
JAKSA PENUNTUT UMUM ( Sebuah Telaah Terhadap Putusan 
No.155/Pid.B/2006/PN.Bi ) ”. 
B. Perumusan Masalah 
Melihat dari latar belakang di atas, maka Penulis mencoba merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor 
155/Pid.B/2006/PN.Bi ? 
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Penuntut Umum terhadap 
putusan Nomor 155/Pid.B/2006/PN.Bi ? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 
dengan maksud penelitian.  Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Nomor 
155/Pid.B/2006/PN.Bi 
b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh Jaksa Penuntut 
Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali. 
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2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Penulis dalam 
penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Acara Pidana. 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana 
dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada 
umumnya dan  hukum acara pidana pada khususnya.  
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di 
bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 
masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
b) Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan 
mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas 





E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu 
atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. 
Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.  
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 7). Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan 
pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah 
yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal 
yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder 
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data 
langsung ke lapangan. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan penelitian hukum 
yang bersifat deskriptif, yaitu suatu  penelitian untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian 
deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah 
untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam 
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memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru 
(Soerjono Soekanto, 2006:10). 
Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan 
untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan 
judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna 
menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, Penulis ingin 
memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang dasar pertimbangan 
hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan putusan bebas 
dalam perkara Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi 
dengan terdakwa Beny Wibowo dan upaya hukum yang dimungkinkan 
terhadap putusan bebas tersebut. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-
keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 
kepustakaan,  Peraturan perUndang-Undangan, seperti KUHAP, Peraturan 
Kehakiman, dan peraturan perUndangan lain yang terkait, yurisprudensi, 
arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti 
putusan, dan tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. 
4. Sumber Data  
Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian dapat diperoleh. 
Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam 




a. Bahan Hukum Primer  
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 
2006:13). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum 
ini yaitu : 
1) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 155/Pid.B/2006/PN.Bi;  
2) KUHP;  
3) KUHAP; 
4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman; 
5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI; 
6) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas 
Bumi; 
7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, yurisprudensi. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-
buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan 
dengan penelitian.antara lain berupa buku-buku atau literatur yang 
berkaitan atau membahas tentang putusan hakim dan tindak pidana 
pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder, diantaranya bahan dari kamus yang relevan dengan 
penelitian ini. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu penelitian pasti akan membutuhkan data yang lengkap, dalam 
hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 
validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya 
dikenal paling sedikit tiga jenis tekhnik pengumpulan data yaitu : studi 
dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara 
atau interview ( Soerjono Soekanto, 2006:21 ). 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis 
mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan  
dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.  
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data 
dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 
data (Lexi J. Moleong, 2002:183). Teknik analisis data adalah suatu uraian 
tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data 
kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif.  
Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam 
penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka 
pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan 
sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat 
klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 2006:251). 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi 
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan 
berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh 
data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk 
kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau 
mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan 
akhirnya diambil kesimpulan / verifikasi dan akan diperoleh kebenaran 
obyektif. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data  
kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, 
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan 
akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data 
merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi 
suatu laporan. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa 
yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab 
ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini Penulis akan mengemukakan latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, 
yang pertama adalah kerangka teori yang melandasi 
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penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah 
yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yang meliputi: 
Pertama, mengenai Tinjauan Umum Tentang Hakim dan 
Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Tinjauan Umum Tentang  
Putusan Hakim. Ketiga, Tinjauan Umum Tentang Putusan 
Bebas. Keempat, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 
Pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi. 
Kelima, Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum. Keenam, 
Tinjuan Umum tentang Kejaksaan dan  Penuntut Umum. 
Pembahasan yang kedua adalah mengenai kerangka 
pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil penjelasan dari penelitian, yang 
berupa Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri 
Boyolai dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap 
Terdakwa Beny Wibowo dalam perkara Pemalsuan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi dan Analisis Upaya 
Hukum yang Dimungkinkan Terhadap Putusan Bebas yang 
Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali. 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari 
data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban 
terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar 
dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk 








A.  Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Hakim 
Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam 
melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada 
akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada 
intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.  
a. Pengertian Hakim 
 Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain di 
dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah 
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
Undang-Undang. 
b. Kekuasaan Kehakiman 
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti 
yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa 
“Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya 
terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. 
Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang 
12 
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tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para 
hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. 
Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah 
bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya 
dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan 
hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk 
menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan 
pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. 
Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan 
mengenai posisi hakim yang tidak memihak ( impartial judge ). Istilah 
tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam 
menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. 
Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah 
dalam pertimbangan dan penilaiannya. 
Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membeda-bedakan orang.” Hakim tidak memihak berarti juga bahwa 
hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika 
harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan 
menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian 
yang tercantum dalam KUHAP ( Andi Hamzah, 2005: 99-101 ). 
c. Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Hakim 
Salah satu aparat penegak hukum adalah hakim. Dalam rangka 
penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara 
yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya 
mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. 
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Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim 
mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. 
Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang 
dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 28 
ayat (1) Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004); 
2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa ( Pasal 
28 ayat (2) Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004); 
3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat 
ketiga, atau hubungan suami atau istri mesipun telah bercerai, 
dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau 
panitera ( Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004); 
4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan 
semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri 
mesipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat 
(Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004); 
5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan 
perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri 
maupun atas permintaan pihak yang berperkara ( Pasal 29 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004); 
6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing 
lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya 
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menurut agamanya ( Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004). 
Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab 
profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, 
yaitu : 
1) Tanggung jawab moral.  
Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 
yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang 
bersangkutan ( hakim ), baik bersifat pribadi maupun bersifat 
kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para 
hakim bersangkutan;  
2) Tanggung jawab hukum.  
Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat 
melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu 
hukum; 
3) Tanggung jawab teknis profesi. 
Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan 
tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang 
berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat 
umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya 
(http://www.argama.files.wordpress.com). 
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim dan Pertimbangan Hakim 
a. Putusan Hakim 
1) Pengertian Putusan Hakim 
Suatu putusan hakim mengandung perintah kepada suatu pihak 
supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan 
suatu perbuatan. Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 
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angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau 
bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.  
Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan 
pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim 
berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan 
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di  sidang pengadilan ( M.Yahya Harahap, 2005: 
347). 
2) Jenis Putusan Hakim 
Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, 
diklasifikasikan menjadi dua,yaitu : 
a) Putusan yang bukan putusan akhir 
Dalam praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan 
putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. 
Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 
156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 
perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya 
mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa 
penuntut umum   ( Lilik Mulyadi, 2007: 125 ). 
Putusan yang bukan putusan akhir, antara lain : 
(1) Putusan  yang menyatakan tidak berwenang mengadili 
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini 
dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa 
penuntut umum membacakan surat dakwaan maka 
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terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi 
kesempatan untuk mengajukan eksepsi ( tangkisan ). 
Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat  bahwa 
Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi 
(wewenang) baik secara relatif maupun absolut.  
(2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi 
hukum 
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena 
Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan 
tidak cermat, kurang jelas dan tidak lengkap.  
(3) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat 
diterima 
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat 
diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan 
penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena : 
(a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam 
delik aduan, tidak ada; 
(b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah 
pernah diadili ( ne bis in idem ); dan 
(c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa 
(verjaring) 
b) Putusan akhir 
Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah 
”putusan” atau ”eind vonnis” dan merupakan jenis putusan 
bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi 
setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di 
persidangan sampai dengan ”pokok perkara” selesai diperiksa 
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(Lilik Mulyadi, 2007 : 124). Bentuk dari putusan akhir, antara 
lain : 
(1) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari 
segala tuntutan hukum ( Onslag van alle rechtsvervolging ) 
Putusan pengadilan berupa lepas dari segala tuntutan 
hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa 
yang setelah melalui pemeriksaan, pengadilan berpendapat 
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak 
pidana ( Pasal 191 ayat (2) KUHAP ). Putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum terjadi jika :  
(a) Perbuatan yang didakwakan terbukti, tapi bukan 
merupakan tindak pidana. 
(b) Terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang 
menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku 
perbuatan itu. Hal-hal yang menghapuskan pidana 
tersebut antara lain :  
i Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah 
akalnya ( Pasal 44 KUHP ); 
ii Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau 
adanya keadaan memaksa overmacht ( Pasal 48 
KUHP ); 
iii Adanya pembelaan darurat ( noodwear )( Pasal 49 
KUHP ); 
iv Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan  
Undang-Undang ( Pasal 50 KUHP ); 
v Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
jabatan ( Pasal 51 KUHP ). ( Lilik Mulyadi, 2007 : 
165). 
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(2) Putusan bebas ( vrijspraak ) 
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat 
bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa 
atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus 
bebas ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP ) 
Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari 
penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan 
“ perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah 
dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut 
penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara 
pidana. 
(3) Putusan pemidanaan ( veroordeling ) 
Putusan pemidanaan adalah putusan yang 
membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan itu  ( Rusli Muhammad, 2007: 
204 ). Dasar dari putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat 
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 






b. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli 
Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu  : 
1) Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut 
antara lain:  
a) Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. 
Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat 
uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu 
dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang 
dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah 
dibacakan di depan sidang pengadilan. 
b) Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, 
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah 
apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami 
sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan 
jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut  umum ataupun 
dari penasihat hukum.  
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c) Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti 
sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana 
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus 
disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat 
sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan 
selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. 
d) Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang 
dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum 
di depan sidang pengadilan, yang meliputi: 
(1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil tindak pidana; 
(2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk 
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
(3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 
(4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak 
pidana yang dilakukan. 
Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk 
alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat 
bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
dan keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap 
pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam 
menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin 
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apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa 
ataupun saksi-saksi. 
e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana 
itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal 
ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan 
dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah 
perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur 
yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. 
2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis 
a) Latar belakang terdakwa  
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan 
yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras 
pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.   
b) Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti 
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan 
akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan 
tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, 
paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa 
terancam. 
c) Kondisi diri terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun 
psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula 
status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik 
dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara 
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keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan 
yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang 
kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang 
dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki 
dalam masyarakat. 
d) Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup 
bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala 
putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap 
tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan 
terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan ( Rusli 
Muhammad, 2007: 212-220 ). 
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas 
a. Pengertian dan Landasan Hukum Putusan Bebas 
Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang 
berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa 
diputus bebas ”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” 
adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar 
pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum 
acara pidana 
Dari ketentuan tersebut diatas, berarti putusan bebas ditinjau dari 
segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak 
memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, 
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artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup 
membuktikan kesalahan terdakwa  dan hakim tidak yakin atas 
kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak 
memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang 
didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, 
sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup 
membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ( M.Yahya Harahap, 
2005: 348 ). 
b. Macam Putusan Bebas 
Dalam praktek peradilan, bentuk-bentuk putusan bebas 
(vrijspraak) adalah sebagai berikut : 
1) Putusan bebas Murni ( de “zuivere  vrijspraak” ) 
 Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim 
mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan 
kepada terdakwa adalah tidak terbukti (Rd. Achmad S. 
Soemadipradja, 1981:89 ). 
2) Putusan Bebas Tidak Murni ( de  “onzuivere vrijspraak” ) 
Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya 
dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut 
kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa 
yang dimuat dalam surat tuduhan ( Rd. Achmad S. Soemadipradja, 
1981: 89 ). 
Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat 
dikatakan apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan 
dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan 
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hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti ( Oemar Seno 
Adjie, 1989: 167 ). 
Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai  
berikut : 
a) Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru 
terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat 
dakwaan. 
b) Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas 
kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya ( 
Oemar Seno Adjie, 1989: 164 ). 
3) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya ( de 
”vrijskpraak op grond van doelmatigheid overwegingen”),  
Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya 
adalah pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa 
harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada 
hasilnya ( Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89). 
4) Pembebasan yang terselubung ( de ”bedekte vrijskrpraak” )  
Pembebasan yang terselubung pembebasan yang dilakukan 
dimana hakim telah mengambil keputusan tentang ”feiten” dan 
menjatuhkan putusan ”pelepasan dari tuntutan hukum”, padahal 
putusan tersebut berisikan suatu ”pembebasan secara murni” ( Rd. 
Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89). 
c. Putusan Bebas Ditinjau dari Asas Pembuktian 
Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.”  Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, 
terkandung dua asas mengenai pembuktian, yaitu : 
1) Asas minimum pembuktian, yaitu untuk membuktikan kesalahan 
terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah 
2) Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif yang 
mengajarkan suatu prinsip hukum pembuktian bahwa disamping 
kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula diikuti keyakinan 
hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa. 
Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
tersebut, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 
maka putusan bebas pada umumnya didasarkan penilaian dan pendapat 
hakim bahwa : 
1) kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan. Semua alat bukti yang diajukan di 
persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri tidak dapat 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 
Artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian 
hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak 
memadai, atau 
2) Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas 
minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan hanya 
satu orang saksi. Dalam hal ini, selain tidak memenuhi asas  batas 
minimum pembuktian itu juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat 
(2) KUHAP yang menegaskan unnus testis nullus testis atau 
seorang saksi bukan saksi. 
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Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan 
yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim jadi sekalipun 
secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun 
nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung 
oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan 
yang akan dijatuhkan pengadilan adalah membebaskan terdakwa dari 
tuntutan hukum ( M.Yahya Harahap, 2005: 348 ) 
4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) dan Gas Bumi 
a. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. 
Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 
”sebagian dari kenyataan” atau ”een gedeelte van werkelijkheid” 
sedangkan ”strafbaar” berarti ”dapat dihukum” , sehingga secara 
harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat diterjemahkan sebagai ” 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” (P.A.F. 
Lamintang, 1997 : 181). 
Sedangkan Moeljatno memberikan arti perbuatan pidana sebagai 
suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1990 : 43). 
Dari pengertian straafbaarfeit ( tindak pidana ) tersebut, maka 
untuk adanya Tindak Pidana harus ada unsur-unsur yang dipenuhi, 
antara lain : 
1) perbuatan ( manusia ) 
2) memenuhi rumusan Undang-Undang ( syarat formil ) 
3) bersifat melawan hukum ( syarat materiil ) 
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b. Pengertian Pemalsuan 
Perbuatan memalsu pada umumnya merupakan perbuatan 
membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang 
memberikan sifat asli. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan 
pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, hingga tidak 
semua perbuatan adalah pamalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong 
kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan 
gambaran mengenai suatu keadaan atas barang seakan-akan asli atau 
benar. Sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak 
dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan 
mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang tersebut 
adalah benar atau asli. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan) 
Peningkatan penggunaan berbagai barang, tanda yang jaminan 
keasliannya atau kebenarannya, dibutuhkan oleh masyarakat 
mengakibatkan timbulnya perbuatan pemalsuan. Dan peningkatan 
permintaan barang-barang kebutuhan hidup akan menambah 
kemungkinan atau kesempatan terjadinya  perbuatan pemalsuan tidak 
hanya atas barangnya sendiri  tetapi juga terhadap merek, tanda yang 
dibutuhkan untuk memberikan jaminan akan kebenaran keaslian atas 
asal  barang tersebut.  
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi 
pelanggaran terhadap jaminan/kepercayaan dalam hal mana : 
1) Pelaku mempunyai niat atau maksud dengan menggambarkan 
keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan 
sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain 
percaya bahwa barang tersebut benar dan asli dan karenanya orang 
lain terperdaya. 
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2) Unsur niat atau maksud tidak perlu unsur menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan 
penipuan) 
3) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum. 
c. Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pasal 1, butir 1, 
tentang Minyak dan Gas Bumi, pengertian Minyak Bumi adalah hasil 
proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses 
penambangnan, tapi tidak termasuk batu bara atau endapan 
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yanf diperoleh dari kegiatan 
yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 
Sedangkan pada butir 4, menjelaskan bahwa pengertian Bahan Bakar 
Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak 
bumi. 
Membahas mengenai minyak bumi akan selalu dapat dikaitkan 
dengan gas bumi. Pengertian Gas Bumi sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah 
hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 
temperatir atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses 
penambangan Minyak dan gas bumi. 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 
tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) dan Gas Bumi 
adalah perbuatan yang dengan sengaja membuat bahan bakar yang 
berasal dan/atau diolah dari minyak bumi menjadi mirip  sehingga  
memberikan sifat asli. 
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5. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum 
a. Pengertian Upaya Hukum 
Pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum 
tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau 
banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan 
peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-
Undang ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP). 
b. Macam – Macam Upaya Hukum 
Upaya hukum dalam hukum acara pidana dapat dibagi menjadi : 
1) Upaya Hukum Biasa 
a) Pemeriksaan Tingkat Banding 
Apabila dilihat aturan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 Ayat 1 
KUHAP dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan 
tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding 
ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus 
dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa 
pengecualian. Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa terhadap putusan 
pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan 
dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali apabila Undang-




Pengecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal 67 
KUHAP adalah : 
(1) Putusan bebas (vrijspraak) 
(2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang 
tepatnya penerapan hukum 
(3) Putusan pengadilan dalam acara cepat (dahulu dipakai 
istilah perkara nol). 
Yang menimbulkan masalah ialah yang tersebut pada butir 
2, karena ada keterangan tambahan bahwa putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum yang tidak boleh dibanding adalah 
masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Jadi kekeliruan 
hakim dalam menerapkan hukum dalam putusan lepas dari 
segala tuntutan hukum justru tidak boleh dibanding. 
Sebenarnya tujuan banding itu ada 2 : 
(1) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang 
ketepatannya; 
(2) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. 
Oleh sebab itu pemeriksaan pada tingkat banding sering 
disebut sebagai revisi. Pemeriksaan banding sebenarnya 
merupakan penilaian baru (judicial novum). Jadi dapat diajukan 
saksi-saksi baru, ahli-ahli dan surat-surat baru. KUHAP tidak 
melarang hal demikian, khususnya jika melihat dalam Pasal 





b) Pemeriksaan tingkat Kasasi  
Kasasi merupakan upaya hukum biasa. Kasasi menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembatalan atau 
pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan 
hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar 
dengan Undang-Undang, hak kasasi hanyalah hak Mahkamah 
Agung. Terhadap arti kasasi perlu juga melihat perumusan 
Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 
yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Maka arti “kasasi” 
adalah pembatalan putusan/penetapan pengadilan tingkat 
banding atau tingkat terakhir karena tidak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
“Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku “. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
Pasal 30 Ayat (1) huruf a, b, dan c dapat terjadi berupa : 
(1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas 
wewenang; 
(2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
(3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 
peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian 
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 
Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan 
hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan 




Alasan untuk melakukan kasasi adalah : 
(1) apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim); 
(2) peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan 
pada pelaksanaannya; 
(3) apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan 
menurut cara yang ditentukan Undang-Undang. 
Dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, pemeriksaan dalam 
tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas 
permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 
dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan : 
(1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau 
diterapkan sebagaimana mestinya; 
(2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut 
ketentuan Undang-Undang; 
(3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya. 
Jika permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung 
dengan alasan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 
atau melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung 
akan menetapkan bahwa pengadilan lain yang berwenang 
mengadilinya. 
Jika pengadilan salah menerapkan atau ada aturan hukum 
yang disimpangi atau dilanggar atau lalai dalam menentukan 
syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka 
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri terhadap perkara 
yang dimintakan kasasi. Dalam hal Mahkamah Agung 
mengadili sendiri perkara yang dimintakan kasasi, putusan 
Mahkamah Agung dapat berupa : menolak permohonan kasasi, 
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Menerima permohonan kasasi (memperbaiki putusan 
pengadilan sebelumnya atau membatalkan putusan pengadilan 
sebelumnya), dan pernyataan tidak dapat diterima permohonan 
kasasi. 
Berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 255 Jo pasal 
256 KUHAP, jika cara mengadili dilaksanakan dengan tidak 
menurut Undang-Undang atau ketentuan perundangan yang 
mengaturnya, maka Mahkamah Agung akan menetapkan yang 
disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang 
bersangkutan memeriksa kembali, dan mengenai bagian yang 
dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung 
dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa pengadilan 
setingkat yang lain (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 
1987:105).  
2) Upaya hukum Luar Biasa 
Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, 
yang terdiri dari Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan 
Hukum dan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah 
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. 
a) Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum 
Diatur dalam Pasal 259 sampai Pasal 262 KUHAP. 
Menurur Pasal 259 Ayat (1) KUHAP : “Demi kepentingan 
hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi 
oleh Jaksa Agung”. 
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b) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah 
Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.  
Dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa 
dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan 
Peninjauan Kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku 
ketentuan sebagai berikut : 
(1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan 
pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan 
Peninjauan Kembali dengan menetapkan bahwa putusan 
yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku 
disertai dasar pertimbangannya. 
(2) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, 
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan 
Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan yang 
dapat berupa :   
(a) putusan bebas 
(b) putusan lepas dari segala tuntutan hukum 
(c) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum 
(d) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang 
lebih ringan. 
6. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan dan Penuntut Umum 
a. Pengertian Kejaksaan 
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan RI,  ” Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang  penuntutan  serta 
kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan adalah satu 
dan tidak terpisahkan. 
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b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang 
sebagai berikut :  
1) Melakukan penuntutan;  
2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat;  
4) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan Undang-Undang;  
5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  
c. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum 
       Menurut Pasal 1 butir (6) KUHAP,   
”Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang 
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim”. 
d. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum 
Di dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang 
Penuntut Umum adalah : 
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan ; 
2) Mengadakan prapenuntutan ; 
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau 
mengubah status penahanan ; 
4) Membuat surat dakwaan ; 
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5) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan ; 
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang waktu 
sidang dengan surat panggilan kepada saksi dan terdakwa ; 
7) Melakukan penuntutan ; 
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum ; 
9) Melaksanakan penetapan hakim  ; 
10) Tindakan lain menurut hukum. 
















Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Putusan Bebas 










Hukum ( Pasal 
191 ayat (2) 
Terdakwa Beny 
Wibowo alias 
Abeng ( Perkara 
Pemalsuan BBM 




Bebas Murni Bebas Tidak 
Murni 
Upaya Hukum JPU 
 liii 
Seperti dalam putusan hakim pada umumnya, dalam menjatuhkan putusan 
bebas hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Hakim harus benar-
benar jeli dalam memeriksa suatu perkara sebelum hakim tersebut 
menjatuhkan putusan. 
Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dijatuhkan 
karena hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan 
kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak terbukti menurut penilaian 
hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut 
ketentuan Hukum Acara Pidana. 
Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim dapat berbentuk putusan bebas 
murni atau putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah putusan 
akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti. Sedangkan putusan bebas 
tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya tuduhan secara terselubung 
atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada 
ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan/dakwaan. 
Terkait dengan penjatuhan putusan, diantara hakim memiliki 
pertimbangan masing-masing, sehingga tidak jarang putusan  yang 
dijatuhkanpun berbeda-beda. Melalui kerangka pemikiran tersebut, Penulis 
akan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam 
menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Beny Wibowo dalam perkara 
pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi, yang didakwa oleh 
jaksa penuntut umum secara alternatif yang salah satunya telah melanggar 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Kemudian Penulis akan meneliti upaya hukum yang dimungkinkan terhadap 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Dalam Menjatuhkan 
Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/2006/PN.Bi 
Paparan perkara pemalsuan bahan bakar minyak (BBM) dan Gas Bumi 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 155/Pid.B/2006/PN.Bi 
dengan Terdakwa Beny Wibowo : 
1. Kasus Posisi 
Kira – kira pada tahun 2005, Beny Wibowo alias Abeng datang ke 
kantor PT. Safari Junie Tek bertemu dengan Minto Wiyanto bagian 
pembelian untuk menawarkan bahan bakar minyak Produksi PT. 
Nusantara Rindu Abadi Pesona berupa sludge oil MFO/FO (yang sudah 
tercemar dengan bahan bakar minyak yang lain seperti oli, solar kotor) 
dengan standar Pertamina dan membawa sampel FO tersebut. Kemudian 
setelah berunding, Minto Wiyanto setuju dan mau membeli bahan bakar 
minyak tersebut dengan harga perliternya Rp 2.900,- dan pembayarannya 
dilakukan setelah 2 (dua) minggu barang dikirim. Setelah ada kesepakatan 
harga tersebut, kemudian pihak Beny Wibowo melakukan pengiriman 
pada tanggal 1 Januari 2006 sampai ke-15 kali pengiriman.  
Pada tanggal 29 April 2006, Beny Wibowo melakukan pengiriman FO 
yang ke-16  melalui sopirnya, Ahmad Fatoni ke PT. Safari Junie Tek 
Banyudono. Pengiriman tersebut diterima bagian pembelian dan 
disaksikan bagian gudang serta bagian penelitian. FO tersebut lalu diambil 
sampel untuk dilakukan pengujian laboratorium untuk dicek berat jenisnya 
(BJ). Setelah BJ dinyatakan cocok, kemudian dilakukan pemeriksaan 
tangki tera dan ternyata tangki tera tersebut dalam keadaan kosong. 
Selanjutnya minyak FO tersebut langsung dimasukkan ke dalam tangki 
39 
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tera dan sekitar jam 13.00 WIB dialirkan ke tangki harian PT. Safari Junie 
Tek, lalu ketel uap tersebut mulai dinyalakan dan ternyata tidak bisa 
menyala.  
Kemudian diambil contoh dari tangki tera dan dicoba dipanaskan lagi 
sampai 95 derajat juga tidak bisa menyala. Kemudian bagian laboratorium 
mengambil contoh FO sebagai sampel dari tangki tera pengiriman tersebut 
dan mengambil contoh FO dari PT. Pertamina sebagai pembanding untuk 
dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pendidikan Pelatihan Energi 
dan Sumber Daya Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan 
Gas Bumi di Cepu Kab. Blora Jawa Tengah.  
Ternyata dari kedua contoh tersebut yang dikirim, setelah dilakukan 
analisa Laboratorium sesuai dengan Parameter Uji FO (Fuel Oil) yang 
mengacu pada SK Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 
No.03/P/DM/MIGAS/1986 tanggal 14 April 1986, hasilnya tidak sesuai 
dengan SK tersebut. Terlihat bahwa contoh minyak bakar tersebut nilai 
kalorinya sangat rendah dan tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 
(minimum 18.000 BTU/lb). Hal ini karena minyak bakar tersebut 
kandungan airnya tinggi di aplos dengan pelumas bekas, sehingga waktu 
digunakan / dibakar menghasilkan tenaga yang sangat rendah. Sehingga 
akibat dari hal tersebut, PT. Safarie Junie Tek menderita kerugian sebesar 








2. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap     : Beny Wibowo 
Tempat Lahir  : Solo 
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 24 Nopember 1955 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat tinggal : Kp. Imigan RT.03/01 Jebres Surakarta 
Agama   : Kristen 
Pekerjaan  : Pengusaha PT. Mustika Buana 
Pendidikan  : SMA kelas 1 
3. Dakwaan  Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 8 Agustus 
2006, No. Reg.Perkara PDM-146/Boyol/Ep.2/07/2006 mengajukan 
dakwaan terhadap terdakwa Beny Wibowo  dengan dakwaan alternatif 
sebgai berikut : 
Pertama :  
Bahwa ia Terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG pada hari Sabtu 
tanggal 29 April 2006 sekira jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di PT Safari Junie Tek. 
Kec.Banyudono. Kab.Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, setiap 
orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi 
dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) yaitu 
bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam 
negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar 
dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
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a. Bahwa semula terdakwa datang ke kantor PT. Safari Junie Tek 
bertemu dengan saksi Minto Wiyanto bagian Pembelian menawarkan 
bahan bakar minyak produksi PT. Nusantara Rindu Abadi Pesona 
berupa sludge oil MFO/FO (yang sudah tercemar dengan bahan bakar 
minyak yang lain seperti oli, solar kotor) dengan standard pertamina 
dan membawa sampel FO tersebut; 
b. Bahwa kemudian saksi Minto Wiyanto setuju dan mau membeli bahan 
bakar minyak tersebut dengan harga perliternya Rp 2.900,- dan 
pembayarannya dilakukan setelah 2(dua) minggu barang dikirim, 
setelah terdakwa dan saksi Minto Wiyanto ada kesepakatan harga 
kemudian terdakwa melakukan pengiriman pada tanggal 1 Januari 
2006 sampai ke 15 kali pengiriman; 
c. Bahwa pada pengiriman FO yang ke-16 terdakwa melalui sopirnya, 
saksi Ahmad Fatoni ke PT. Safari Junie Tek Banyudono tanggal 29 
April 2006 langsung diterima bagian pembelian disaksikan bagian 
gudang dan bagian penelitian, lalu diambil sampel untuk dilakukan 
pengujian Laboratorium untuk cek Berat Jenisnya (BJ), setelah BJ 
dinyatakan cocok kemudian melakukan pemeriksaan tangki tera  dan 
ternyata tangki tera tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya 
minyak FO tesebut langsung dimasukkan ke dalam tangki tera dan 
sekitar jam 13.00 Wib dialirkan ke tangki harian PT. Safari Junie Tek 
lalu ketel uap tersebut mulai dinyalakan dan ternyata tidak bisa 
menyala, kemudian diambil contoh dari tangki tera dan dicoba 
dipanaskan lagi sampai 95 derajat juga tidak bisa menyala; 
d. Bahwa kemudian bagian laboratorium mengambil contoh FO sebagai 
sampel dari tangki tera pengiriman tersebut dan mengambil contoh FO 
dari PT. Pertamina sebagai pembanding untuk dilakukan pengujian di 
Laboratorium Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber Daya 
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Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi di 
Cepu Kab. Blora Jawa Tengah; 
e. Bahwa ternyata hasil dari kedua contoh tersebut yaitu, contoh A dan B 
yang dikirim telah dilakukan analisa Laboratorium sesuai dengan 
Parameter Uji FO (Fuel Oil) yang mengacu pada SK Peraturan 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No.03/P/DM/MIGAS/1986 
tanggal 14 April 1986 ternyata hasilnya tidak sesuai dengan SK 
tersebut dan terlihat bahwa contoh minyak bakar kode A dan B nilai 
kalorinya sangat rendah tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 
(minimum 18.000 BTU/lb) hal ini karena minyak bakar kode A dan B 
kandungan airnya tinggi di aplos dengan pelumas bekas, sehingga 
waktu digunakan / dibakar menghasilkan tenaga yang sangat rendah; 
f. Bahwa dikaitkan analisa dan evaluasi minyak bakar di atas dengan 
hasil kesimpulan dari Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber 
Daya Mineral Pusat pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
di Cepu Kab. Blora Jawa Barat tanggal 22 Mei 2006 Nomor : 
059/54.07/BDM/2006 menyatakan bahwa : 
1) Minyak Bakar diduga bermasalah (kode A) semua sifat tidak 
memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali 
sifat korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number); 
2) Minyak Bakar bermasalah (kode B) semua sifat tidak memenuhi 
persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali sifat 
korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number); 
3) Minyak Bakar Pertamina (kode C) semua sifat memenuhi 
persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar ; 
g. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban PT. Safarie Junie Tek 
menderita kerugian sebesar Rp 62.692.000,- (enam puluh dua juta 
enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih 
dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). 
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Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 28 ayat (1)  Jo pasal 
54 ayat (1) UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Kedua : 
Bahwa ia Terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG pada hari Sabtu 
tanggal 29 April 2006 sekira jam 10.30 wib atau setidak-tidaknya pada 
suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di PT Safari Junie Tek. 
Kec.Banyudono. Kab.Boyolali atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, pelaku 
usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaku 
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang 
untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 
sesuai dengan yang dijanjikan,  yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
a. Bahwa semula terdakwa datang ke kantor PT. Safari Junie Tek 
bertemu dengan saksi Minto Wiyanto bagian Pembelian menawarkan 
bahan bakar minyak produksi PT. Nusantara Rindu Abadi Pesona 
berupa sludge oil MFO/FO (yang sudah tercemar dengan bahan bakr 
minyak yang lain seperti oli, solar kotor) dengan standard pertamina 
dan membawa sampel FO tersebut; 
b. Bahwa kemudian saksi Minto Wiyanto setuju dan mau membeli bahan 
bakar minyak tersebut dengan harga perliternya Rp 2.900,- dan 
pembayarannya ilakukan setelah 2(dua) minggu barang dikirim, 
setelah terdakwa dan saksi Minto Wiyanto ada kesepakatan harga 
kemudian terdakwa melakukan pengiriman pada tanggal 1 Januari 
2006 sampai ke 15 kali pengiriman; 
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c. Bahwa pada pengiriman FO yang ke-16 terdakwa melalui sopirnya, 
saksi Ahmad Fatoni ke PT. Safari Junie Tek Banyudono tanggal 29 
April 2006 langsung diterima bagian pembelian disaksikan bagian 
gudang dan bagian penelitian, lalu diambil sampel untuk dilakukan 
pengujian Laboratorium untuk cek Berat Jenisnya (BJ), setelah BJ 
dinyatakan cocok kemudian melakukan pemeriksaan tangki tera  dan 
ternyata tangki tera tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya 
minyak FO tesebut langsung dimasukkan ke dalam tangki tera dan 
sekitar jam 13.00 Wib dialirkan ke tangki harian PT. Safari Junie Tek 
lalu ketel uap tersebut mulai dinyalakan dan ternyata tidak bisa 
menyala, kemudian diambil contoh dari tangki tera dan dicoba 
dipanaskan lagi sampai 95 derajat juga tidak bisa menyala; 
d. Bahwa kemudian bagian laboratorium mengambil contoh FO sebagai 
sampel dari tangki tera pengiriman tersebut dan mengambil contoh FO 
dari PT. Pertamina sebagai pembanding untuk dilakukan pengujian di 
Laboratorium Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber Daya 
Mineral Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi di 
Cepu Kab. Blora Jawa Tengah; 
e. Bahwa ternyata hasil dari kedua contoh tersebut yaitu, contoh A dan B 
yang dikirim telah dilakukan analisa Laboratorium sesuai dengan 
Parameter Uji FO (Fuel Oil) yang mengacu pada SK Peraturan 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No.03/P/DM/MIGAS/1986 
tanggal 14 April 1986 ternyata hasilnya tidak sesuai dengan SK 
tersebut dan terlihat bahwa contoh minyak bakar kode A dan B nilai 
kalorinya sangat rendah tidak memenuhi persyaratan spesifikasi 
(minimum 18.000 BTU/lb) hal ini karena minyak bakar kode A dan B 
kandungan airnya tinggi di aplos dengan pelumas bekas, sehingga 
waktu digunakan / dibakar menghasilkan tenaga yang sangat rendah; 
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f. Bahwa dikaitkan analisa dan evaluasi minyak bakar di atas dengan 
hasil kesimpulan dari Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan Sumber 
Daya Mineral Pusat pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi 
di Cepu Kab. Blora Jawa Barat tanggal 22 Mei 2006 Nomor : 
059/54.07/BDM/2006 menyatakan bahwa : 
1) Minyak Bakar diduga bermasalah (kode A) semua sifat tidak 
memenuhi persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali 
sifat korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number); 
2) Minyak Bakar bermasalah (kode B) semua sifat tidak memenuhi 
persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar, kecuali sifat 
korosifikasi (Sulfur Content dan Strong Acid Number); 
3) Minyak Bakar Pertamina (kode C) semua sifat memenuhi 
persyaratan spesifikasi 1 dan 2 Minyak Bakar ; 
g. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban PT. Safarie Junie Tek 
menderita kerugian sebesar Rp 62.692.000,- (enam puluh dua juta 
enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih 
dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) 
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1)  Jo pasal 
16 ayat (1) Jo pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.  
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutannya terhadap terdakwa 
yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 
a. Menyatakan terdakwa Beny Wibowo alias Abeng bersalah melakukan 
tindak pidana “ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji 
yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi 
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penjualan barang dan atau jasa tersebut” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) Jo pasal 62 UU No.8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan alternatif 
kedua;  
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Beny Wibowo alias Abeng 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama terdakwa 
ditahan; 
c. Menyatakan barang bukti berupa:  
1) 1(Satu) unit KBM merek Nissan nopol AD 1598 JA Tahun 1993 
warna merah putih beserta STNK dan kunci dirampas untuk 
Negara; 
2) 16.000 liter MFP (Minyak Bakar) dirampas untuk dimusnahkan; 
d. Menetapkan supaya terdakwa Beny Wibowo alias Abeng dibebani 
untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus 
rupiah). 
5. Pledoi ( Pembelaan ) 
Pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, yang berhubungan 
dengan materi surat dakwaan yaitu menyangkut : 
a. Bahwa sesuai penjelasan pasal 1 angka 2 undang – undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud 
konsumen dalam Undang-Undang adalah konsumen akhir yaitu 
pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk; 
b. Bahwa oleh karena PT. Safari Junie Tek dalam memakai produk 
minyak bakar sebagaimana yang dikirim oleh Perusahaan Mustika 
Nusa Buana adalah sebagai bagian dari proses produksi suatu produk 
lain maka PT. Safari Junie adalah merupakan konsumen antara yang 
tidak termasuk pengertian konsumen sebagaimana dimaksud dalam 
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pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen; 
c. Bahwa Perusahaan Mustika Nusa Buana sebagai pelaku usaha 
komoditi industri minyak olahan sesuai dokumen resmi berupa surat 
ijin usaha industri. Surat Ijin Usaha Perdagangan, dan tanda daftar 
perusahaan sebagaimana dikeluarkan oleh Pemerintah Surakarta yang 
telah diperlihatkan oleh terdakwa di depan persidangan untuk 
selanjutnya kami lampirkan dalam nota pembelaan, bahwa sebagai 
pemilik dan yang bertanggung jawab atas perusahaan Mustika Nusa 
Buana adalah Tuan FERRY PANGALILA bukan terdakwa BENY 
WIBOWO alias ABENG; 
d. Bahwa oleh karena sebagai pemilik dan yang bertanggung jawab atas 
Perusahaan Mustika Nusa Buana sebagai penjual minyak bakar yang 
dipergunakan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain 
oleh PT. Safari Junie adalah Tuan FERRY PANGALILA, maka unsur 
sebagi pelaku usaha dalam hal ini sesuai dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum adalah terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tidak 
terbukti; 
e. Bahwa sesuai prosedur penerimaan pengiriman Minyak bakar 
sebagaimana yang telah dikirim oleh perusahaan Mustika Nusa Buana 
kepada PT. Safarie Junie terhitung sejak dari pengiriman yang pertama 
sampai dengan pengiriman yang ke-16 selalu melalui prosedur yang 
sama, yakni minyak bakar tersebut sebelum dituangkan ke dalam 
tangki tera milik PT Safari Junie terlebih dahulu telah dilakukan 
pengecekan oleh petugas bagian Laboratorium PT Safari Junie dan 
hasilnya selalu ada kesesuaian/sudah cocok dengan minyak bakar yang 
dijadikan sampel sebelum terjadi transaksi; 
f. Bahwa oleh karena prosedur penerimaan pengiriman minyak bakar 
sebagaimana yang telah dikirim oleh Perusahaan Mustika Nusa Buana 
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kepada PT Safari Junie terhitung sejak dari pengiriman yang pertama 
sampai dengan pengiriman yang ke-16 selalu melalui prosedur yang 
sama, demikian pula dalam hal pengambilan sampel minyak bakar 
yang diduga bermasalah oleh penyidik Polisi Resort Boyolali untuk 
diuji melalui Laboratorium Badan Pendidikan Pelatihan Energi dan 
Sumber Daya Mineral Pusat Pandidikan Pelatihan Minyak dan Gas 
Bumi di Cepu, Blora, Jawa Tengah,  selain tidak melibatkan terdakwa 
BENY WIBOWO alias ABENG juga tanpa sepengetahuan dengan 
petugas bagian Laboratorium PT Safari Junie maka minyak bakar yang 
diduga bermasalah untuk selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti 
dalam perkara ini bukan merupakan minyak bakar yang telah dikirim 
oleh Perusahaan Mustika Nusa Buana  kepada PT Safari Junie; 
g. Bahwa dengan demikian unsur dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai janji yang 
ditawarkan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi 
penjualan barang dan/atau jasa tersebut tidak terbukti; 
h. Bahwa dengan demikian sudah layak dan sepantasnya dalam perkara 
ini karena unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang telah dituduhkan 
oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa tidak terpenuhi maka 
konsekuensi yuridisnya bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum baik dalam 
dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, membebaskan terdakwa dari 
semua dakwaan penuntut umum, dan memulihkan hak terdakwa dalam 





6. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam Putusannya 
No.155/Pid.B/2006/PN.Bi terhadap unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan memberikan dasar pertimbangan sebagai berikut : 
a. DAKWAAN PERTAMA 
1) Unsur ”Setiap Orang ” 
a) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
masing – masing orang tanpa terkecuali yang mampu 
melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya tersebut; 
b) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat di 
persidangan telah nyata bahwa terdakwa adalah orang yang 
dimaksud dalam surat dakwaan sebagai yang mampu 
melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggung 
jawabkan perbuatannya tersebut; 
c) Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah 
terpenuhi. 
2) Unsur ”meniru atau memalsukan minyak dan gas bumi dan hasil 
olahan ” 
a) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah 
membuat suatu barang sehingga terlihat sama dengan barang 
lain yang ditiru sedangkan yang dimaksud dengan 
memalsukan berarti membuat suatu barang dengan nama atau 
merek barang lain sehingga orang normal akan mengira bahwa 
barang tersebut adalah sebagaimana merek atau nama yang 
disebutkan; 
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b) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari 
keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa 
dipersidangan bahwa benar pada hari jumat tanggal 28 April 
2006 sekira pukul 16.00, terdakwa sebagai Direktur 
Pemasaran PT. Mustika Nusa Buana Solo telah 
memerintahkan kepada saksi Ahmad Fatoni dan saksi Danang 
Yuswanto untuk mengambil minyak bakar di PT. Nusantara 
Rindu Abadi Pesona milik saksi Ferry Pangalila di pelabuhan 
Semarang; 
c) Menimbang bahwa sebelum minyak bakar dimasukkan ke 
dalam truk tangki, keran pada truk tangki telah dibuka dengan 
maksud apabila ada air dalam tangki dapat terbuang keluar; 
d) Menimbang bahwa selanjutnya telah dilaksanakan tes terlebih 
dahulu yaitu minyak diambil contohnya dan dicoba untuk 
dibakar, dan saat itu minyak dapat dibakar maka minyak bakar 
dimasukkan pada truk tangki; 
e) Menimbang bahwa tangki pada truk tersebut terdiri dari 2 
bagian yang masing – masing dapat menampung minyak 
sebanyak 8.000 liter sehingga semuanya berjumlah 16.000 
liter; 
f) Bahwa setelah minyak tangki terisi minyak bakar maka saksi 
Ahmad Fatoni dan Danang Yuswanto menuju ke PT. Mustika 
Nusa Buana dan sampai di Solo pada tengah malam; 
g) Menimbang bahwa pada Sabtu pagi tanggal 29 April 2006 
saksi Ahmad Fatoni dan saksi Danang Yuswanto 
mengantarkan minyak bakar tersebut ke PT. Safari Junie dan 
sebelum minyak dibongkar telah dilaksanakan pemeriksaan 
sampel atau contoh minyak yang diambil dari tangki pada 
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bagian atas depan dan belakang, bawah depan dan belakang di 
laboratorium milik PT. Safari Junie dan berdasarkan 
keterangan saksi Noryati Horman sebagai Kepala Bagian 
Laboratorium PT. Safari Junie berat jenisnya memenuhi syarat 
sehingga minyak dapat diterima dan dibongkar/dipindahkan ke 
tangki penampungan milik PT. Safari Junie; 
h) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Adjar 
Prasetyo dan saksi Edi Tinoto sebagai karyawan yang 
mengoperasikan mesin ketel uap di PT. Safari Junie pada 
keesokan harinya mendapati ketel uap tidak bisa menyala dan 
setelah diperiksa ternyata minyak bakar tersebut tidak dapat 
terbakar dan tidak dapat menyalakan ketel uap; 
i) Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pada hari Senin 
tanggal 1 Mei 2006 terdakwa telah diberitahu pihak PT. Safari 
Junie kalau minyak bakar yang dikirim terdakwa tidak dapat 
digunakan untuk menyalakan ketel uap dan atas 
pemberitahuan tersebut terdakwa menyanggupi akan 
mengganti minyak tersebut akan segera diambil; 
j) Menimbang bahwa pada hari selasa tanggal 2 Mei 2006 
terdakwa telah memerintahkan saksi Ahmad Fatoni dan saksi 
Danang Yuswanto belum diperbolehkan mengambil minyak 
bakar tersebut dengan menggunakan  truk tangki kosong; 
k) Menimbang bahwa sesampainya di PT. Safari Junie ternyata 
ada perintah atasan PT. Safari Junie kalau saksi Ahmad Fatoni 
dan saksi Danang Yuswanto belum diperbolehkan mengambil 
minyak tetapi disuruh menunggu dulu; 
l) Menimbang bahwa setelah menunggu lama hingga siang tiba-
tiba datang petugas kepolisian dan menyuruh saksi Ahmad 
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Fatoni dan saksi Danang Yuswanto untuk membawa truk 
tangki kosong tersebut ke kantor polisi; 
m) Menimbang bahwa ternyata pimpinan PT. Safari Junie telah 
melaporkan peristiwa minyak yang tidak dapat menyalakan 
mesin ketel uap tersebut ke kantor polisi; 
n) Menimbang bahwa minyak bakar di dalam tangki 
penampungan PT. Safari Junie oleh petugas kepolisian telah 
dipindahkan ke dalam truk tangki milik terdakwa tersebut dan 
dijadikan barang bukti; 
o) Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah dipanggil polisi 
dan diperiksa berkaitan dengan perkara ini; 
p) Menimbang bahwa terhadap minyak bakar dalam tangki milik 
PT. Safari Junie telah diambil sampel/contoh dan dikirimkan 
ke Laboratorium milik Pertamina di Cepu Blora oleh petugas 
kepolisian dan karyawan PT. Safari Junie akan tetapi proses 
pengambilan dan pengiriman tersebut tanpa sepengetahuan 
terdakwa dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi 
Momon Sudiaman sebagai kepala Laboratorium Pertamina 
menerangkan bahwa terhadap sampel yang diperiksa tersebut 
di bawah spesifikasi MFO atau di bawah standard MFO 
(Marine Fuel Oil); 
q) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas 
telah nyata bahwa sejak pengambilan minyak bakar hingga 
pengiriman ke PT. Safari Junie. Terdakwa tidak melakukan 
secara langsung tetapi menyuruh karyawannya yang bernama 
Ahmad Fatoni dan Danang Yuswanto, dan setiap kali 
pengambilan di Semarang dan penyerahan kepada PT. Safari 
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Junie telah dilakukan test terlebih dahulu dan ternyata dapat 
diterima; 
r) Menimbang bahwa terdakwa sebagai direktur pemasaran PT. 
Mustika Nusa Buana dalam hal ini adalah pedagang yang 
menyalurkan minyak bakar yang diperoleh/dibeli dari PT. 
Nusantara Rindu Abadi Pesona milik saksi Ferry Pangalila dan 
menjualnya kepada PT. Safari Junie; 
s) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry 
Pangalila sebagai pengusaha yang bergerak pada perdagangan 
minyak menyatakan bahwa minyak yang saksi Ferry Pangalila 
jual kepada terdakwa adalah jenis sludge oil yaitu minyak 
limbah; 
t) Menimbang bahwa minyak tersebut diperoleh dari saksi Ferry 
Pangalila dari Pertamina, sebagai minyak limbah dan 
kemudian dijual kembali kepada siapa saja yang mau 
menggunakan, akan tetapi setiap kali akan dijual minyak 
tersebut dites bersama oleh penjual dan pembeli dan apabila 
dapat dibakar maka minyak dapat dijual; 
u) Menimbang bahwa di kalangan industri dan pada industri 
gamping/kapur banyak yang menggunakan minyak bakar ini 
karena harganya dibawah harga MFO yang dijual Pertamina; 
v) Menimbang bahwa ketika menawarkan dan selanjutnya 
mengirim minyak bakar kepada PT. Safari Junie terdakwa 
maupun saksi Ahmad Fatoni bersama karyawan PT. Safari 
Junie bagian pembelian selalu melakukan pengetesan dengan 
membakar sampel/contoh minyak bakar tersebut dan ternyata 
bisa dibakar sehingga kualitas minyak bakar tersebut telah 




w) Bahwa harga minyak bakar yang disepakati terdakwa dan PT. 
Safari Junie adalah Rp 2.900,- perliter dan terdakwa serta saksi 
Eko Satriono sebagai Direktur Operasional PT. Safari Junie 
mengetahui kalau harga tersebut adalah harga dibawah MFO 
(Marine FUEL Oil) yang dijual Pertamina yaitu Rp 3.200,-; 
x) Menimbang bahwa ketika terdakwa diberitahu kalau minyak 
bakar yang dikirim terdakwa tidak dapat dipakai untuk 
menyalakan ketel uap oleh PT. Safari Junie terdakwa telah 
beriktikad baik untuk mengambil minyak bakar tersebut dan 
akan menukarnya akan tetapi ketika saksi Ahmad Fatoni dan 
saksi Danang Yuswanto bermaksud akan mengambil, tidak 
diperbolehkan oleh saksi Eko Satriono dan justru membawa 
permasalahan ini ke Polisi; 
y) Menimbang bahwa mengenai kerugian yang dialami PT. 
Safari Junie sebagaimana keterangan saksi Eko Satriono 
sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta 
rupiah), majelis mempertimbangkan bahwa kerugian tersebut 
selain tidak didukung dengan bukti-bukti juga tidak sesuai 
dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa 
produksi berhenti bukan karena ketel uap rusak tetapi karena 
ketel uap disegel polisi; 
z) Menimbang bahwa kerugian yang disampaikan oleh saksi Eko 
Satriono tersebut juga berbeda dengan kerugian yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Rp 62.692.000,- 
(enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu 
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rupiah), dengan demikian mengenai kerugian yang dialami 
oleh PT. Safari Junie tidak terbukti; 
å) Menimbang bahwa dengan demikian tidak ada bukti bahwa 
terdakwa telah mencampur, meniru atau memalsukan minyak 
bakar yang diperoleh dari saksi Ferry Pangalila sebelum 
diserahkan kepada PT. Safari Junie karena minyak bakar yang 
diserahkan PT. Safari Junie adalah minyak bakar yang diambil 
dari perusahaan milik Ferry Pangalila dan yang melakukan 
pengambilan maupun penyerahan kepada PT. Safari Junie 
adalah saksi Ahmad Fatoni dan saksi Danang Yuswanto dan 
bukan terdakwa; 
ä) Menimbang bahwa apabila tanggung jawab atas peristiwa 
minyak bakar tersebut mau dilimpahkan pada management 
PT. Mustika Nusa Buana maka tidak secara otomatis menjadi 
tanggung jawab terdakwa karena PT. Mustika Nusa Buana 
tercatat dalam Ijin Usaha Pemilik adalah juga Ferry Pangalila 
dan terdakwa sebagai Direktur Pemasaran; 
ö) Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-2 tidak terbukti; 
aa) Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti 
maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
bb) Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan 
kesatu tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 




b. DAKWAAN KEDUA 
1) Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-
unsur dari pasal yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan 
terlebih dahulu syarat materiil dari rumusan yang dakwaaan yang 
diajukan Penuntut Umum; 
2) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 143 KUHAP menyebutkan 
bahwa syarat materiil surat dakwaan adalah harus disusun secara 
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan meyebutkan waktu dan tempat tindak pidana 
tersebut dilakukan; 
3) Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif 
kedua hanya menuliskan pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 
akan tetapi tidak menyebutkan huruf a sampai dengan huruf j yang 
bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu huruf 
maka pasal 8 ayat (1) sudah terbukti; 
4) Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif yang kedua terdakwa 
juga didakwa penuntut umum dengan pasal 16 ayat (1) UU No. 8 
Tahun 1999 akan tetapi penuntut umum tidak menyebutkan huruf a 
atau b dari pasal yang bersangkutan atau apakah terdakwa didakwa 
dengan pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b sekaligus; 
5) Menimbang bahwa walaupun pada awal dakwaan penuntut umum 
sudah menyebut unsur-unsur dari pasal yang didakwakan akan 
tetapi dengan tidak secara lengkap menyebutkan pasal dan huruf 
yang didakwakan  telah menimbulkan kebingungan atau kerancuan 
pasal dan huruf manakah yang menjadi dasar gugatan penuntut 
umum terhadap terdakwa; 
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6) Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kedua tersebut 
terdakwa didakwa dengan 2 pasal yang berbeda dari Undang-
Undang yang sama yaitu pasal 8 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) UU 
No.8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan yang 
berbeda dan dengan ancaman pidana yang berbeda pula; 
7) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dakwaan alternatif kedua 
tersebut Majelis berpendapat bahwa penuntut umum telah 
merumuskan adanya cocursus idealis yaitu adanya 1(satu) 
perbuatan yang melanggar 2 (dua) atau lebih peraturan pidana 
(perbarengan peraturan pidana yang dilanggar dalam 1(satu) 
peristiwa); 
8) Menimbang bahwa dengan demikian penuntut umum seharusnya 
menyusun dakwaannya secara kumulatif dengan memisahkan 
masing-masing pasal menjadi dasar dari masing-masing dakwaan 
yaitu pasal 8 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999; 
9) Menimbang bahwa surat dakwaan dalam sidang pengadilan 
merupakan dasar atau landasan dan titik tolak pemeriksaan 
terdakwa, dengan demikian surat dakwaan harus secara jelas 
merumuskan tindak pidana apakah yang didakwakan kepada 
terdakwa; 
10) Menimbang bahwa berdasarkan pasal yang didakwakan dalam 
dakwaan alternatif kedua yang mencantumkan 2 pasal yang 
berbeda dan dengan ancaman pidana yang berbeda pula telah 
menimbulkan kebingungan dan kerancuan bagi hakim dalam 
memeriksa perkara ini dan telah menimbulkan kerugian juga bagi 
terdakwa dan penasehat hukumnya dalam melakukan pembelaan; 
11) Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 
tanggal 9 November 1983 Reg.NO.600 K/Pid./1982, sekalipun 
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unsur delik telah dirumuskan secara jelas dan lengkap pada surat 
dakwaan akan tetapi jika gabungan pasal yag didakwakan dalam 
surat dakwaan bersifat membingungkan baik mengenai susunan 
kumulasi maupun perumusannya antara pasal yang satu dan pasal 
yang lain yang didakwakan maka dakwaan tersebut tidak terang 
karena mencampuradukkan elemen dan/atau unsur pasal 8 ayat (1) 
dan pasal 16 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999; 
12) Menimbang oleh karena surat dakwaan tidak terang dan telah 
mengakibatkan kebingungan dan kerancuan bagi hakim dalam 
memeriksa terdakwa dalam perkara ini dan telah merugikan 
terdakwa dan penasehat hukumnya dalam melakukan pembelaan 
maka berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP maka surat dakwaan 
tersebut adalah batal demi hukum; 
13) Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua batal 
demi hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan 
alternatif kedua tersebut; 
7. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam putusannya Nomor : 
155/ Pid.B/2006/PN.Bi. tanggal 5 Desember 2006, menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa sebagai berikut : 
a. Menyatakan terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tersebut di atas 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; 
b. Membebaskan Terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tersebut 
dari dakwaan alternatif kesatu; 
c. Menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum; 
d. Membebaskan terdakwa BENY WIBOWO alias ABENG tersebut dari 
dakwaan alternatif kedua; 
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e. Memulihkan status, hak dan martabat terdakwa dalam hukum; 
f. Menetapkan barang bukti berupa : 
1) 1(Satu) unit KBM merek Nissan nopol AD 1598 JA Tahun 1993 
warna merah putih beserta STNK dan kuncinya dikembalikan 
kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa BENY WIBOWO 
alias ABENG ; 
2) 16.000 liter MFP (Minyak Bakar) dikembalikan kepada pemiliknya 
yang sah yaitu PT Safari Junie ; 
g. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 
8. Pembahasan 
Dakwaan yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat 
dakwaan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dengan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari perbuatan yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau 
tidak. 
Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim karena 
hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur 
(bestanddelen) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa 
tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum 
putusan hakim. (Lilik Mulyadi, 2007: 193) 
Dalam penulisan hukum ini, Penulis melakukan penelitian mengenai 
dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam 
menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Beny Wibowo alias Abeng 
dalam perkara pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan cara 
menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap unsur-
unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
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dakwaan pertama dan kedua. Terdakwa Beny Wibowo alias Abeng dalam 
dakwaan pertama didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 28 ayat (1)  Jo Pasal 54 ayat (1) UU No.22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi 
sebagai berikut :“ Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang 
dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib 
memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.’’ 
Pasal 54 ayat (1) UU No.22 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut : “ 
setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas 
Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 
paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” 
Dalam kasus ini penuntut umum tidak mengajukan tuntutan 
berdasarkan dakwaan pertama, dan cenderung menggunakan dakwaan 
keduanya. Namun dalam pertimbangan hakim, majelis hakim 
menguraikan unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaan yang pertama, 
sebagai berikut : 
a. Setiap Orang; 
b. Meniru atau memalsukan minyak dan gas bumi dan hasil olahan; 
c. yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat; 
d. wajib memenuhi standart dan mutu yang ditetapkan pemerintah. 
Kemudian dalam dakwaan kedua, terdakwa Beny Wibowo didakwa 
telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 
ayat (1)  Jo Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 62 UU No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.  
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Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi 
sebagai berikut : 
“ Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang : 
a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah 
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 
etiket barang tersebut; 
c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 
pernyataan ”halal” yang dicantumkan dalam label; 
i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau nett, komposisi, 
aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan 
alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang 
menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; 
j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi 
sebagai berikut :  
”Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui 
pesanan dilarang untuk : 
a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 
sesuai dengan yang dijanjikan; 
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.” 
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Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi sebagai 
berikut : 
a. ”pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 8. 9, 10, 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dipidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11,12,13 ayat (1), 14,16,17 ayat 1 huru d dan huruf f 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 
c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 
berlaku.” 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, unsur-unsur dari dakwaan 
kedua menurut penuntut umum adalah sebagai berikut : 
a. Barang siapa; 
b. Pelaku usaha; 
c. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau 
jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut. 
Berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Boyolali terhadap unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan 
terhadap terdakwa Beny Wibowo tersebut di atas, dapat disimpulkan  
bahwa dakwaan yang disusun dan diajukan oleh jaksa penuntut umum 
kurang cermat sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan hakim 
dalam memutus perkara. 
Tidak terbuktinya beberapa unsur dari perbuatan pidana yang 
didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua 
tersebut, menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 
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Negeri Boyolali untuk menjatuhkan putusan membebaskan terdakwa dari 
segala dakwaan ( Vrijspraak ). 
Setiap pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, mengharuskan 
penuntut umum melimpahi berkas perkara dengan surat dakwaan. Fungsi 
utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan 
adalah “menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Pemeriksaan 
perkara di sidang Pengadilan mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas 
landasan surat dakwaan inilah Ketua sidang memimpin dan mengarahkan 
jalannya seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat 
bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Agar Ketua sidang 
dapat menguasai jalannya pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, 
harus lebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur 
konstitutif yang terkandung dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan, 
serta terampil mengartikan dan menafsirkan Pasal tindak pidana yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum Hakim memulai pemeriksaan 
perkara di sidang Pengadilan, lebih dahulu memahami secara mantap 
semua unsur tindak pidana yang didakwakan. 
Keputusan hakim harus berdasar pada surat pelimpahan perkara yang 
memuat dakwaan atas kesalahan terdakwa dan berdasarkan hasil 
pemeriksaan persidangan dalam ruang lingkup surat dakwaan tersebut. 
Tirtaamidjaja dalam hal ini menyatakan : “Hakim pada mengambil 
putusannya itu mula-mula akan meninjau perkara itu dari sudut formal. 
Jika hasilnya sedemikian sifatnya, sehingga perkara itu harus dipandang 
selesai karena pertimbangan-pertimbangan formal maka tidaklah perlu 
bagi penyelidikan seterusnya dari sudut material dari perkara itu”.  
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau 
lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang –Undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). 
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Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa pengambilan keputusan 
harus didasarkan pada permufakatan yang bulat, kecuali setelah 
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai. Maka dapat 
ditempuh melalui 2 cara, yaitu : 
a. Putusan diambil dengan suara yang terbanyak. 
b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka diambillah pendapat hakim 
yang menguntungkan terdakwa. 
Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dalam menjatuhkan 
putusan tersebut di atas, menurut Penulis merupakan Pertimbangan yang 
bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:  
a. Dakwaan jaksa penuntut umum  
b. Keterangan terdakwa  
c. Keterangan saksi 
d. Barang-barang bukti  
e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dari pertimbangan yuridis diatas, menurut Penulis yang menjadi dasar 
dijatuhkannya putusan bebas pada terdakwa Beny Wibowo adalah 
kesemua hal pada point-point diatas. Namun, di sini Majelis hakim lebih 
menekankan pada point a dan point e, yaitu Dakwaan jaksa penuntut 
umum dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Dakwaan 
merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan 
di persidangan dilakukan.  
Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat 
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tindak pidana itu dilakukan. Jadi dalam menyusun surat dakwaan penuntut 
umum harus menyusun surat dakwaan berdasarkan fakta hukum yang ada, 
disertai dengan dasar hukum atau pasal-pasal yang jelas dan sesuai dengan 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dakwaan yang dijadikan 
pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan 
sidang pengadilan.  
Pada kasus Beny Wibowo tersebut pada dakwaan pertamanya dalam 
tuntutan, penuntut umum tidak memaparkan mengenai unsur-unsur apa 
saja yang terkait dalam perkara ini. Walaupun demikian Hakim Pengadilan 
Negeri Boyolali tetap memaparkan apa saja yang termasuk unsur-unsur 
dalam dakwaan pertama tersebut. Dalam dakwaan pertamanya tersebut 
terdakwa Beny wibowo didakwa atas pasal 28 ayat (1) jo pasal 54 ayat (1) 
UU No.22 Tahun 2001. Karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu tidak 
terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dibebaskan dari 
dakwaan alternative kesatu. 
Namun sejak semula penuntut umum lebih cenderung menggunakan 
dakwaan alternatif kedua untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan. Dalam 
dakwaan keduanya terdakwa Beny Wibowo didakwa melanggar Pasal 8 
ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) jo pasal 62 Undang-Undang No.8 Tahun 1999. 
Dalam dakwaan keduanya ini, apa yang dipaparkan penuntut umum dinilai 
hakim kurang cermat dan hakim juga berpendapat bahwa penuntut umum 
telah merumuskan adanya concurcus idealis, yaitu adanya satu perbuatan 
yang melanggar dua atau lebih peraturan pidana.  
Penulis sependapat dengan apa yang telah dikemukakan Majelis 
Hakim tersebut, karena dalam dakwaannya penuntut umum memang 
terlihat kurang cermat dan jelas dalam penyusunan pasal. Padahal dalam 
penyusunan dakwaan harus dibuat sesuai syarat-syarat yang ada dalam 
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Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus 
dipenuhi yaitu :  
a. Syarat formil 
Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang 
mencakup : 
1) Diberi tanggal 
2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama 
lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. 
3) Ditandatangani oleh penuntut umum 
b. Syarat Materiil 
Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus 
memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak 
pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (tempus delicti) dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan (locus delicti). Adapun pengertian 
dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut : 
1) Cermat 
Cermat berarti bahwa surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat 
kekurangan / kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat 
dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai 
sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan 
batalnya surat dakwaan yaitu : 
- Apakah terdakwa berkemampuan untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. 
- Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya 
sehingga dapat disebut sebagai residivis. 
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- Apakah tidak terjadi nebis in idem. 
- Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam 
wilayah hukum kekuasaannya. 
2) Jelas 
Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum 
harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian 
perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa. 
Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan 
antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya 
berbeda satu sama lain / antar uraian dakwaan yang hanya 
menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya 
berbeda satu sama lain / uraian dakwaan yang hanya menunjukkan 
pada uraian dakwaan sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya 
berbeda. 
3) Lengkap  
Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua 
unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. 
Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan 
secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materielnya secara 
tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak 
pidana menurut undang-undang. (Darwan Prinst, 1998 : 117-119) 
Tidak diuraikannya unsur-unsur dakwaan dengan cermat, lengkap dan 
jelas, yang dapat dilihat dari: penuntut umum dalam ”dakwaan alternatif 
kedua” hanya menuliskan pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 akan 
tetapi tidak menyebutkan huruf a sampai dengan huruf j yang bersifat 
alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu huruf maka pasal 8 
ayat (1) sudah terbukti. Kemudian dalam ”dakwaan alternatif yang kedua” 
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terdakwa juga didakwa penuntut umum dengan pasal 16 ayat (1) UU No. 8 
Tahun 1999 akan tetapi penuntut umum tidak menyebutkan huruf a atau b 
dari pasal yang bersangkutan atau apakah terdakwa didakwa dengan pasal 
16 ayat (1) huruf a dan huruf b sekaligus. Sehingga walaupun pada awal 
dakwaan penuntut umum sudah menyebut unsur-unsur dari pasal yang 
didakwakan, akan tetapi dengan tidak secara lengkap menyebutkan pasal 
dan huruf yang didakwakan  telah menimbulkan kebingungan atau 
kerancuan pasal dan huruf manakah yang menjadi dasar gugatan penuntut 
umum terhadap terdakwa Beny Wibowo. 
Jadi, kurang spesifiknya pasal yang didakwakan pada terdakwa dalam 
dakwaan alternatif kedua tersebut tidak memenuhi syarat materiil, 
sehingga membuat tidak terang suatu unsur delik apakah yang sebenarnya 
didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Maka berdasarkan 
Pasal 143 ayat 3 KUHAP maka surat dakwaan alternative kedua tersebut 
adalah batal demi hukum. 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu 
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum 
dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat 
bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi 
unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. 
Apabila ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari 
setiap pasal yang dilanggar, berarti tidak terbuktilah menurut hukum 
kesalahan terdakwa, yakni tidak melakukan perbuatan seperti diatur dalam 
pasal hukum pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut. 
Dengan kata lain maka terdakwa dapat dijatuhi putusan bebas. 
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 
maka terdakwa diputus bebas ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP ). Putusan 
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akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah ”putusan” atau ”eind 
vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya 
putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa 
yang hadir di persidangan sampai dengan ”pokok perkara” selesai 
diperiksa ( Lilik Mulyadi, 2007 : 124 ).  
Menurut Penulis kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya memang dapat dijatuhi putusan bebas karena Majelis Hakim 
berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-
undang telah terpenuhi. Alat bukti yang telah dibuktikan di depan sidang, 
yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan 
petunjuk. Walaupun begitu Majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana 
karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Atas  dasar itulah majelis 
hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) kepada terdakwa. 
Pada dasarnya putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan 
dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam 
menjatuhkan putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal 
ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh 
dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, 
ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dalam 
penentuan hukuman, seorang hakim diharapkan berpandangan tidak hanya 
tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga 
terhadap akibat yang mungkin timbul. Dengan berpandangan luas seperti 
ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami 
kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.  
Disamping itu juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna 
dari putusan yang akan dijatuhkannya. Dalam mengambil keputusan, 
hakim pada umumnya melakukan penilaian tentang :pertama diambillah 
keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah terdakwa memang 
melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; kedua keputusan 
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mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan 
terdakwa itu memang merupakan suatu perbuatan pidana, yang 
selanjutnya disusul dengan apakah terdakwa dengan demikian dapat 
dijatuhi pidana  (Roeslan Saleh,  dalam Subagio Gigih Wijaya, 2007, 26-
27 ). 
Menurut Penulis, dalam Putusan Pengadilan Negeri Negeri Boyolali, 
dapat dikatakan hakim telah memutus berdasarkan apa yang telah terjadi 
secara obyektif dari berbagai sudut pandang, baik yang telah dibuktikan 
oleh penuntut umum, maupun terdakwa melalui penasehat hukumnya. Jika 
diruntut dan dicermati secara seksama dalam perkara ini, maka akan 
menemukan keganjilan yang seharusnya dapat diusahakan untuk 
diselesaikan tidak melalui meja hijau. Disini pihak pelapor, seakan-akan 
hanya mencari-cari kesalahan dari pihak terlapor padahal permasalahan 
dari mereka yaitu, ketidaksesuaian pengiriman minyak sesuai pesanan 
sebenarnya masih mempunyai titik temu untuk diselesaikan.  
Keganjilan tersebut, setelah melalui proses persidangan melalui alat 
bukti yang ada dapat dibuktikan. Begitupula setelah diajukannya dakwaan 
oleh penuntut umum, melalui pertimbangan majelis hakim maka tindak 
pidana yang didakwakan pada terdakwa tidak dapat terbukti. 
Pertimbangan majelis hakim mengenai dakwaan alternative pertama dan 
kedua yang diajukan oleh penuntut umum, adalah memiliki dasar yang 
kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Dakwaan pertama yang diputus tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah dengan alasan yang telah dikemukakan di atas, yaitu 
salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti, dan dakwaan kedua yang 
diputus batal demi hukum dengan pertimbangan yang merupakan alasan 
kompleks pasal dakwaan yang kurang cermat dan jelas sehingga dapat 
dilakukan pembatalan formil. 
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 Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan 
karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang 
ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP hal ini jelas ditunjukkan oleh 
Pasal 143 ayat (2) b yaitu tentang surat dakwaan yang tidak memenuhi 
persyaratan material. Surat dakwaan yang demikian menurut pasal 143 
ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum. (Darwan Prinst, 1998 : 121) 
Adapun dakwaan “batal demi hukum” berarti bahwa dakwaan tersebut 
tidak mempunyai kekuatan hukum dan dakwaan tersebut dianggap “tidak 
pernah ada”. Dalam hal ini maka keadaan perkara kembali ke status 
semula yakni status sebagaimana semula dalam keadaan belum 
dilimpahkan sehingga penuntut umum jika hendak melimpahkan perkara 
lagi harus memperbaiki surat dakwaan atau mengajukan upaya banding. 
(Leden Marpaung, 1992:322). 
Atas dasar tersebut maka Hakim pengadilan Negeri Boyolali 
menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Beny Wibowo alias Abeng. 
Putusan bebas tersebut termasuk pada bentuk putusan bebas murni, karena 
merupakan putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai 
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.   
Berdasarkan hal ini maka perbuatan terdakwa bedasarkan dakwaan 
yang diajukan oleh pihak penuntut umum adalah tidak dapat terbukti. 
Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar 
dalam pasal 28 ayat (1) jo pasal 54 ayat (1) UU No. 22 tahun 2001 tentang 
minyak dan gas bumi, maupun melanggar sebagaimana dalam pasal 8 ayat 
(1) jo pasal 16 ayat (1) jo pasal 62 UU No. 8 tahun 1999 tentang 




B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Penuntut Umum Terhadap 
Putusan Nomor 155/Pid.B/2006/PN.Bi  
Upaya Hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak 
terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan, karena merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut 
yang menurutnya dianggap kurang adil atau kurang tepat. Dalam Pasal 1 Butir 
12 KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai berikut : 
“ Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 
kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan 
kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 
ini.” 
Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 12 KUHAP tersebut di atas, upaya 
hukum menurut KUHAP terdiri dari perlawanan, banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali. Upaya hukum menurut ilmu hukum dibedakan menjadi 
dua yaitu : 
1. Upaya hukum biasa, yang terdiri dari : 
a. Banding, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk diperiksa 
ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas 
putusan pengadilan negeri ( Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP ).   
b. Kasasi, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta 
pembatalan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi karena: 
1) Pengadilan Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 
2) Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya; 




2. Upaya hukum luar biasa, yang terdiri dari : 
a. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum; 
Yaitu, hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan 
pengadilan tingkat terakhir; 
b. Upaya hukum peninjauan kembali; 
Yaitu, hak terpidana untuk memperbaiki keputusan pengadilan yang 
telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim 
dalam menjatuhkan putusannya. 
Upaya hukum yang dilakukan untuk menanggapi putusan hakim 
Pengadilan Negeri dalam upaya hukum biasa adalah upaya hukum banding 
dan kasasi. Namun terhadap upaya hukum biasa yang berupa upaya hukum 
kasasi, tidak dapat dikenakan terhadap semua putusan hakim. Putusan hakim 
yang tidak dapat dikenakan upaya hukum kasasi yaitu terhadap putusan bebas 
(vrijspraak). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa 
atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada 
Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 244 KUHAP tersebut, jelas bahwa menurut KUHAP terhadap putusan 
bebas tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.  
Namun kemudian pasal tersebut di atas disimpangi dengan Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW. 07. 03 Tahun 
1983 tanggal 10 Desember 1983, yang menyatakan bahwa terhadap putusan 
bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasar situasi dan kondisi, 
demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat 
dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. 
Yurisprudensi pertama mengenai dapat diajukannya kasasi terhadap 
putusan bebas adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 
Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983. Putusan Mahkamah Agung 
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ini melahirkan yurisprudensi bahwa putusan pengadilan yang membebaskan 
terdakwa dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, 
pada pertimbangannya menyatakan bahwa “ apabila ternyata putusan 
pengadilan yang membebaskan terdakwa merupakan pembebasan yang murni 
sifatnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP, permohonan 
kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila 
pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan 
tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan 
pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila 
dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas 
wewenangnya, Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu 
bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus 
menerima permohonan kasasi tersebut.” 
Bila dibandingkan antara ketentuan Undang-Undang  ( Pasal 244 
KUHAP) dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung terdapat pertentangan. 
Dimana Berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas 
tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. 
Namun dalam Yurisprudensi MA atau dalam prakteknya terhadap putusan 
bebas dapat diajukan kasasi. 
Mengenai hal ini, Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Gabungan I 
Tahun 1983 memberikan penjelasan bahwa Mahkamah Agung 
memperkenankan permintaan kasasi atas putusan bebas, ialah untuk 
menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan negeri atau 
pengadilan tinggi yang membebaskan terdakwa. Namun demikian, bukan 
berarti disini bahwa Mahkamah Agung akan selalu membatalkan putusan 
bebas yang dimintakan kasasi tersebut. Dalam setiap putusan kasasi atas 
putusan bebas, Mahkamah Agung selalu mempertimbangkan apakah putusan 
bebas yang dimintakan kasasi itu mengandung pembebasan yang murni 
sifatnya. Bila ternyata, putusan yang dimintakan kasasi itu mengandung 
pembebasan murni sifatnya, maka Mahkamah Agung akan menyatakan bahwa 
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permohonan kasasi yang bersangkutan tidak dapat diterima. ( Harun M. 
Husein, 1992: 121 ) 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan bebas dapat 
diajukan kasasi. Namun penuntut umum dalam mengajukan permohonan 
kasasi terhadap putusan bebas harus dapat membuktikan dalam memori 
kasasinya bahwa pembebasan tersebut bukan merupakan pembebasan murni. 
Timbulnya kewajiban untuk membuktikan bahwa putusan tersebut berupa 
pembebasan yang tidak murni itu, disebabkan adanya ketentuan Pasal 67 dan 
Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak 
dapat dimintakan banding atau kasasi. Jadi dengan kata lain bahwa terhadap 
putusan bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, sedangkan 
terhadap putusan bebas tidak murni yang bisa disamakan dengan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung dapat dilakukan upaya 
hukum kasasi langsung tanpa banding. 
Dalam praktek peradilan, putusan bebas dibedakan menjadi putusan bebas 
murni, dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah putusan 
akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti. Sedangkan Putusan bebas 
tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai  berikut : 
1. Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan 
tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan. 
2. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas 
kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya  ( Oemar 
Seno Adjie, 1989:164 ). 
Berkaitan dengan kasus yang menjadi obyek penelitian, Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dalam Putusannya Nomor : 155/ 
Pid.B/2006/PN.Bi. tanggal 5 Desember 2006, menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa Beny Wibowo alias Abeng sebagai berikut : 
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1. Menyatakan Terdakwa Beny Wibowo alias Abeng tersebut diatas tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;  
2. Membebaskan Terdakwa Beny Wibowo alias Abeng tersebut dari 
dakwaan alternatif kesatu; 
3. Menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum; 
4. Membebaskan terdakwa Beny Wibowo alias Abeng tersebut dari dakwaan 
alternatif kedua. 
Berdasarkan amar putusan tersebut, terlihat bahwa putusan yang 
dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali merupakan 
putusan bebas murni, karena dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa 
kesalahan terdakwa Beny Wibowo dalam dakwaan pertama adalah tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan, dan dalam dakwaan keduanya adalah 
batal demi hukum. Sehingga Majelis Hakim memutuskan membebaskan 
terdakwa Beny Wibowo alias Abeng dari dakwaan alternatif tersebut baik 
kesatu maupun kedua. Karena terdakwa Beny Wibowo tidak terbukti 
melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. 
Dikaitkan dengan upaya hukum, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan 
oleh Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tersebut, meskipun putusan yang              
dijatuhkan terhadap terdakwa adalah putusan bebas murni namun Penuntut 
Umum tetap dapat mengajukan upaya hukum kasasi, tetapi dalam hal ini 
Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan 
bebas tersebut harus dapat membuktikan dalam memori kasasinya bahwa 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok 
di atas,  maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  
1. Dalam menjatuhkan putusan bebas ( vrijspraak ) terhadap terdakwa Beny 
Wibowo alias Abeng dalam putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi, Hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali memiliki dasar pertimbangan bahwa 
perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam 
dakwaan kesatu maupun kedua tidak terbukti. Sebagaimana telah 
diuraikan oleh majelis hakim bahwa pada dakwaan kesatu salah satu 
unsurnya tidak terpenuhi. Sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan pada 
dakwaan kedua, majelis hakim menimbang bahwa penuntut umum telah 
merumuskan pasal kurang jelas dan teliti sehingga menimbulkan 
kerancuan dan kebingungan pada hakim. Atas dasar tersebut, dengan 
demikian dakwaan kedua adalah batal demi hukum.  
2. Terhadap putusan bebas  ( vrijspraak ) yang dijatuhkan oleh hakim 
Pengadilan Negeri Boyolali dapat diajukan upaya hukum berupa, upaya 
hukum kasasi. Namun penuntut umum dalam mengajukan permohonan 
kasasi terhadap putusan bebas harus dapat membuktikan di dalam memori 
kasasinya, bahwa pembebasan tersebut bukanlah merupakan pembebasan 
murni. Timbulnya kewajiban untuk membuktikan bahwa putusan tersebut 
berupa pembebasan yang tidak murni itu, disebabkan adanya ketentuan 
Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap 





1. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan 
yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku 
tindak pidana umum maupun khusus, hendaknya dilakukan dengan penuh 
kecermatan dan kehati-hatian karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang 
didakwakan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. 
2. Rasa keadilan sangatlah penting bagi Hakim dalam menjatuhkan segala 
putusan, termasuk putusan bebas ( vrijspraak ) baik terhadap tindak pidana 
umum maupun khusus. Karena dengan keadilan yang sesungguhnya maka 
akan dapat terkuak kebenaran, sehingga dengan begitu akan ada 
kecenderungan dari masyarakat untuk lebih percaya pada keberadaan 
hukum di Indonesia.  
3. Terhadap segala perkara yang diselesaikan di dalam proses persidangan, 
hendaklah Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara dalam 
penegakkan keadilan dan hukum, mampu menempatkan posisinya dan 
tugasnya dengan baik. Utamanya dalam kecermatan pembuatan surat 
dakwaan, yang merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan. Jaksa Penuntut Umum juga harus cermat dan mampu mengkritisi, 
jikalau suatu putusan merupakan putusan bebas ( vrijspraak ), karena bisa 
jadi putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni. 
4. Hendaknya KUHAP ( RUU KUHAP ) mengatur secara lebih tegas 
mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan bebas, yaitu  
permasalahan mengenai boleh tidaknya terhadap putusan bebas 
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